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GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUE LAMPUNG
NOMOR : G/556/B.III/ HK/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Meanimbang

Meagingat

..

B
.

\;Q)

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa berdaarkan Undang-Undang Nomor 32 T.dhan
tentang Pemerintahan Dacrah sebagaimana clal
kali diubah terakhir dengar Undang-Undang Nomo
2008 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005
Pajak Daeral dan Retribuszi Daerah, Gubernur u;mmm:umnj
kewenangan melakukan cvaiuasi  Rancang

Daerah Kebui paten/kota tontang APBD, Pajak Duaecran dan
Retribusi Daerah, dan Tata Fuang Daerah;

o W N
21e Feran

1Tt

bahwa Rance ngan Peratur.an Dacsrah Kabupaiers
tentang Pajal Daerah dan Retribusi Daerah periv
agar tidak berrentangan dengan peraturan
undangan vang lebih tinggi van Kepentingan Ginum.

behwa berd: sarkan p@minﬂbaﬂqmw sebagairr
pada hurut a dan huwrut b tersebur di atas, pe
Kepurusan Gubernur Lampung tentang Evaluas
Peraturan Dazrah wmabupsten Tanggamus
Daerah dan Fetribusi Daerah;

Undang-Und: ng Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembeniukan
Daerah Tingka. I Lampung;

Undang-Und: ng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Permbeniukan
Peraturan Perundangz-undangan,

Undang-Und: ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pomerinrahan
Daerah sebagiimana telan beberapa kali diubab torakl
dengan Unda i%Ur dang Nomor 12 Tahun 2008,
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Porimbangsn
Keuangan Antara Pemer ntah Pusat dan Pemernniahan
Daerah:

Undang-Undung Nomor 28 Tahun 2009 tentang Majak Daerah
dan Retribusi Daerah:

Peraturan Femerintah Nomor 79 Tahun
Pedoman Pembinaan  dean  Pengawasan
Pemerintahar Daerah:

Peraturan Femerintah  Nomor 38 Tahun 2007
Pembagian Urusan Perserintahan antara
Pemerintahan Daerah Provins: dan Pemenmiahan
Kabupaten/hota;




Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KILIMA

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Scbawair Wakil Pemerintah di Wilavah
Provinsi sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

9. Peraturan Menter:1 Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

» Surat Menterl heuangan Nomor @ 5-505/MK.7/2012 1angeal 31

Juli 2012 hal Hasil Evaluast 3 (tiga) Raperda Kabupaten
Tanggamus tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

: Hasil  Evaluast Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanggamus tentang Pujak Daerah dan Retribusi  Daerah
schagaimana tercantum pada Lampiran 1, [I dan Lampiran 1l
KNeputusan iri vang merupakan bagian tudak terpisahlan dan
Keputusan ini.

. Bupati Tanggamus dan DPRD segera melakukan penvempurnaan

dan penyesualan terhadap Rancangan Peraturan Deacrah
Kabupaten Targgamus tentang Pajak Daerah dan Retribust
Daerah berdasarkan hasil evaluas) sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu.

: Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi

dan menetapkan menjadi Peraturan Daerah akan dibatalkan dan
dikenakan sanksi sesual peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

: Peraturan Dezerah Kabupaten Tanggamus tentang Pajak Dacrah

dan Retribusi Daerah vang telah ditetapkan agar disampaikan
kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7
(lujuh) hart setelah ditetapkan.

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditectapkan, dengan

ketentuan apatila dikemudian hari ternvata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinva.

Ditetapkan di Telukbetung

pada tanggal - peen oo
GUBERNUR LAMPUNG
ttd
SJACHROEDIN Z.P.
TFembusan.
1. Menteri Dalam Negeri ch Jakarta:
2 Mentern heuangan di Jakarta;
3 kelao DPRD Provinsi Lampung di Telukber g
4 Kepals s wan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampang & Bandar Lampung:
5. Ketua DERD habupaten Tanggamus di Kota Agung.
6 Inspektar Provinsi Lampung di Bandar Lanipung.
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LAMIIZANT . KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/556 /B.IIWVHK/2012
TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANG 3AMUS
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN FZRKOTAAN

3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR

Lindang-Undang Nemar 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara |

v Tzhun 1982 Momor 49, Tambahs
Lembaran Negara Repubbk indonesia Numou 3262
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Momor 28 Tahun 200+ ——teniang
Parubahan—Ketiga—alas—tiadang-Undanag-Nomor -
1983 Htentangetentuan-Umum- dan-Tata-Cara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20@7 Ngmor
88  Tambhahan lembaran Negara Republik Indonesia

a7 4
I‘Jdﬂﬂwl b E A AV

Undang-lindang  Moamor 2 Tahun 1997 tentano
Pembentukan Dagrah T I Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah ¥ Il Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 | Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3667 3,

Peraturan Pemenntah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajgak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran |

Negara Republik Indonesia Nomor 4049)

Peraturan Pemerntah Nomor 136 Tahun 2000 tenlang
Tata Cara Penjualan Barang Sttaan yang dikecualikan dar
Penjualan secara Lelang dalam sangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
indrneca Tabkon 2000 Neomar 248 Tambaban | snbhaan
Negara Republik indonesia Nomor 40503,

Y

14

PERATURAN DAERAH K BUPATEN TANGGAMUS
NOMOR T AHUN

Undang-Undang Nomor & ~ahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Paipaiakan (Lembaran Negara
Republik Indoneziz Tabun 1922 Nomar 49 Tamhahan
Lembaran Negara Repuvix indonesia Nomor JZ64)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85
Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesta Nomor
4740),

!
Undang-lindang Nemar 2 Tahun 1997  tentang |
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 1l Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat il Tanggamus
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan 1embaran Negara Republik
indonesia Nomor 3667 ),
Peraturan Pemerintah Nonor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan Dal m Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa :Lembaran Negara Repubhk
Indanesia Tahun 2000 N ner 135 Tambahan Lembaran

(93]

Disempurnakan

1 Angka 4. 5. 13, 14 dan 18
disempurnakan

2 Angka 15 disempurnakan
dJengan menambahkan PP
perubahannya

Negara Republik Indonesi.. Nomor 4049),

Peraturan Pemerintah Neenor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Bar..ng Sitaan Yang Dikecualkan
Dari Penjualan Secara Lo ing Dalam Rangka Penaghan
Pajak Dengan Surat Pak.a (Lembaran Negara Republik
indrnesia Tahin 2000 Keosar 248 Tambabhan | embaran

Negara Republik Indonesis Nomor 40560} i
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15 Pcsam Dm P Ne s os 14 Tahun 2005 wmum:
3 sgham Puitang  Neg

i :
eibaran  Negs

[ Srail  medra =
: Nomor 83 Tambahan < |
indonesia Nomor 4652}, |
18 Peraturan Menten Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006 | 18  Peraturan Mentert Dalam teuen Nomor 12 Tahun 2006 |
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah | tentang Pedoman Pengaelolaan  Keuangan Daerah |
sebagawana telah dwibah dengan Peraturan Menteri sebagaimana telah beberara kah diubah terakhir dengaﬂ!
Datarn Negen Nemor 21 Tahun 2011 Peraturan Menten Datam Nager Nomor 21 Tahun 2011 3 ;
z
l
|
(
|
|
1

| Disempurnakan, ianda baca
titik tua pada kata

| Diktum Memuiuskan Dengan Persetupan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Dengan Perseiuuan Bersama
EVWAN PERWAKILAN RAKy AT DAERAH KABUPATEN

{2} Termasuk dalam pengerticv. Bangunan adalah.

TANGGAMUS TANGGAMUS i MEMUTUSKAN tanpa spasi |
Aan S :
f BUPATI TANGGAMUS BUPATI TANGGAMUS
MEMUTUSKAN , MEMUTIISKAN
Ketentuarn Umum C Menelaphan PERATURAN DAERAH TENTANG | Menelapkan PERATURAF DAERAH TENTANG | Pengetikan kata "Datam [
; PAJAK BUMI  DAN  BANGUNAN PAJAK BuMi DAN  BANGUNAN ulS%Jajaﬂxgﬂ dengan kala ]
1 PERDESAAN DAN PERKOTAAN. PERDESAAN DAN PERKOTAAN. PERATURAN pada Diktum i
i } | Menatankan ,
f | BAB | i BALE H l
: | HRETENTUAN UMUN KETENTU AN UMUM
! J Pasal 1 Pasai 1 ‘
| } Dalam . Datam i
I
| Nama, Objek. dan | Pasal 2 Pasl 2 Pasal 2 disempurnakan ?
| Subjek | engan nama PEB PZ d|pungut pajak atas kepemiikan. | Dengan namma PBB-FZ dipungat pgjak alas bumi daiatau |
“ | pengHas: ! sranfaaian-b bangunan yang dimiliki. dikuas., dan/atau dimanfaatkan cleh i
1‘ ‘ orang pribadi atau badan ke kawasan yang digunakan | 1
& ! untuk  kegiatan usaha pekebuan, perhutanan  dan |
: i | pertarnbangan i }
i i f i é
| | Pasal 3 i Pa. 2 | Pasal 3 ayat (1) dan ayat {3} |
1 i1y Obek  PBB-P2  yang  dimiike,  dikuasai.  danfatau | (1) Objek PBB-P2 adalah b o dan/atau _bangunan yang | | disempurnakan
\ § dimanfaatkan oleh corang pribadi afau Badan. kecual dimititki, dikuasai  dan/ai-1 dimanfaathan oleh oranﬂ ]
g ’ rawasan yang digunakan untuk  kegiatan  usaha | pribadi atau Badan. kec. il kawasan yang digunakan ; |
1* f perkehinan nerhiutanan dan pertambanaan ‘: untuk  kematan usaha oerkebunan., perhutanan, dan | ‘
H ; {2} Termasuk dalam pengerhan Bangunan adalah’ pertambangan. |
I
|
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- Tand,
" Penghitungan Paak

| Dasar Pengenaan,

dan ‘(.ecefd

=)
] msg E‘
suatu

i

& @mpai olahraga

[ galangan kapal dermaga.

g taman mewah,

h tempat penampungan/kilang mmyak, ar dan gas. pipa
minyak. dan

menara

Objek pajak yang tdak dikenakan PBB-P2 adalah objek
pajak yang

a digunakan oleh  Pemernntah
penyelenggaraan pemefmtahan

o diunakan gem

utuk

e F,f" ih 14

bar
umum di bidang 1badah. s:osual kesehatan pendadnkan
dan kebudayaan pasional. yang fdak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan.

¢ dgunakan untuk kuburan. penmnggalan puibakala, atau
yang sejeris dengan itu;

BrRg q”l\ﬁrihy\

d. merupakan hutan kndung, hutan suaka alam. hutan |

wisald, raman nasional 1anah penggempalaan yang
dikuasar oleh desa, dan tanah negara yang belum
dipebarn: suatu nak;

g. digunakan oleh perwakilan diglomatk dan kensulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f  digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga
internasional  yang ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan

Pasal &
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP
Besarnya NJOP sebagamana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan palingdambst setiap 3 (tiga) tahun, kecual uniuk
objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesua
dengan perkembangan wilayah
Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan denaan Peraturan Bunati
Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 -
(sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

-
ard
e g

Pajak

i :\ﬁak dauaﬂj\ﬂ ’“atu f O MFJ&FP\\ ,
’uk dan »“imwa@en eﬂﬂya

e
e lempat clahraga,
I galangan kapai. dermiie a,
g taman mewah,
h tempat penampungantitang minyak. air dan gas.

pipa minyak. dan
t menara
Objek pajak vang tdak ik nakan PBB-P2 adalah objek
pajak yang
a. digunakan oeh
Peimenntah Kabupalern

Pere niiah, Pemer .

u 4n Pemernnlah Desa untuk

1 Bictat=T1] ‘

b digunakan semata-mai: umuk melayan kepentingan
umum  di bidang fah  sosial  kesehatan, |
pendidikan dan kebuc-avaan nasional, yang tdak
dimaksudkan untuk me. peroleh keuntungan

¢ digunakan untuk kubn-an  peninggaian purbakala,
atau yang sejens deng:n itu,

d  merupakan nutan inovag  huian suaka diam huian
wisala, taman nasionat tanah penggembaiaan yang
dikuasai oleh desa, gun tanan negara yang beiurm
dibebani suatu hak:

e digunakan oleh perwatilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas periauan timbal balik, dan

f.  digunakan oleh badan alau perwakilan lembaga
internasional yang cdietapkan dengan Peraturan
Mentern Keuangan

Pas~ &
Dasar pengenaan PBE-PC dalah NJOP
Besarnya NJOP sebagarana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan setiap 3 (bga) t wn. kecual untuk objek pajak
tertentu dapat ditetapkair setiap tahun sesual dengan
perkembangan wilayah
Besarnya NJOP sebagaun

ana dimaksud pada ayat (2)

ditetankan denaan Peratten 1 Bupati
Besarnya NJOPTKP Jitetapkan sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh jul.. ruprah) untuk setiap Wajib

Pasal 5 ayal {2)
disernpurnakan dengar
menghapus  frase  “paling

lambat”, sesual dengan Pasal
79 ayat (2) UU No. 28 Tahun
20089



Pasal 11

men

Con s B

hdak mzampakan diu etﬁﬂml Wapbh Pajak ditegur |

(SN E .
secara teilulis oleh Bupat sebagaimana dilentukan | : 2 j ]
; dalam Surat Teguran b Berdasarkan hasi petn :niksaan atau keterangan lain | {
| b berdasarkan hasil pemernksaan atau keterangan lamn ternyata jumiah pajak .\ ang terutang lebih besar dan |
; ternyata jumiah pajak yang terutang lelsh besar dan jumilah pajak yang dibiung berdasarkan SPOP yang i
1 jumlah pajak vang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wapi. pajak g
disampaikan oleh wayjib pajak 13) Ketenan lebih lanjut me genai bentuk, a cara | |
F 13y Ketentuan lebih lan nut mengenai bentuk. s lata cara penerbitan  dan D@ﬂ"f SPPT ehagaimana i
encrbitan  dan penyampaam SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan SKPD  sebagamana | ’
i dnmsk%ud pada ayat 1) dan SKPD sebagamana dimaksud dimaksud pada ayat { 9’» duf 1 fengan Pmaturan Bupat
| : e 2 ayat (2} dicgilu an Poratuian BUE&U | :
|
- Pasal Ditambah 1 {saty) pasal vang l
L Pemungutan Pajak Bumi Jan Bangunan Perdessan dan | mengatur  penertapan PEE
| Perkotaar dilarang diboron ik an Pz :
| {2) Setap Wapb Pajak wapl membayar pajak rterutang ! 1
berdazarkan SPFT atau &t PD ﬁ |
7 | Waharatan Q;ﬁnmnfj ! Pacal 14 ‘ Paea 460 ! Pasal 168 awval {1 l
| dan Gugatan i1y Wayib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada | (1) Wapb Pajak dapat mengajuiian keberatan hanya kepada | disempurnakan dengan |
| Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suaty Bupat atau Pejabat yang ditumjuk atas suatu menambahkan dokumen i
a. SPPT. dan a SPPT; SKPDLB dan pemotongan i
! b SKPD b SKPD: atau pemungutan oleh Pihak |
{2y Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ¢. SKPDLB, dan - Ketiga ‘
{ pada ayat (1} ditolak atay dikabulkan sebagian, dikenakan d pemotongan atau pen upgulan oleh Pihak Kehga .
; sanksi berupa denda sebesar 50% (hima puluh persen) dart berdasarkan  ketentu n peraturan  perundang- |
; jumiah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurang undangan perpajakan ¢ ierah
i dengan pajak yang lelah dibayar sebelum pengajuan | (2) Dalam hal pengajuan kebe atan sebagaumana dimaksud |
3 l keberatan pada ayat (1) diolak 3tau  dikabulkan sebagian | !
‘ i {3y Dalam hat Wa)ib Pajak mengajukan permohonan banding, dikenakan sanks! berupa «: naa sebesar 50% (ima puluh | :
; sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (ma puluh | perseny dan jumlah poak  berdasarkan keputusan | |
| persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tdak | keberatan dikurangi deng n pajak yang telah dibayar i
dikenakan sebelum pengajuan keber. an : §
4y Wanb Pajak dapat mengajukan permohonan banding | (3) Dalam hal Wapb Pap  mengajukan permohonan ! 5
‘ hanva kepada Pengadilan Paiak terhadap keputusan | handing. sankst admmst:f berupa denda sebesar 50% | 1
| mengenai keberatannya yang ditelapkan oleh Bupan alau {(hma puluh persenj seba- dumana dimaksud padga ayat | |
! Pejabat yang ditunjuk (2) tdak dikenakan. 1 |
! _ - i S



)¢ CE dan Relnbust !
d mﬂ emkw buku Coal da dokumen ian |
berkenaan dengan wiak  pidana  di bidang |

perpajakan Daerah dan Ratnbusn

e melakukan penggeledahan  untuk  mendapatkan
bahan bukt pernbuku, (=
bain serta melakukan pe nyiraan terhadap bahan bukis

tersebut
i meminta bantuan ienaga  ahlk dalam  rangka
nelakeanaas rerendikan  tindak  pidana o

a0 dan Relnious,
g menyuruh he«h@ntu daniatay melarang seseocrang

meninggalkan  ruangs.  atau tempat pada saat |
pemeriksaan scdang Soilangsung dan memenksa |

wientitas orang. benda dan/atauy  dokumen yang
dibawa,

h  memotret sesecrang v.na berkaitan dengan tindak
susdana nrt.nmﬁbﬁh Mme -y Adan Ratrboe

! memanqqnl Or;anq untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagal tersangka atau saksi;

j  menghentikan penyidik-n, dan/atau

k. melakukan tindakan lair. yang perlu untuk kelancaran
penyidikan undak picana di bidang  perpajakan
Daecrah dan Retnbuor cssuar dengan  ketentuan
peraturan perundang-ur Jangan

Penyidik  sebagaimana  wnaksud  pada  ayat (1)

membertahukan dimus inya penyidikan dan

menyampaikan hasd peo dikannva kepada Penuntut

Umum melalw Penyidik 1+ 1abat Polis) Negara Repubiik

Indonesia, sesual dengan etertuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum £ ara Pidana,

. pencatatan. dan dokumen |




133 3 [T e § A 0 U pads
“ ayat (1) alau permohonan banding sebagamana dwnaksud
pada ayat (4) dikabulkan sebaglan atau seluruhnya,

; mkan Putu\%n B aﬂdmg
vang telah dibayar sebelum j

persen) daz i Jwﬂa
dikurang pembayaran paje «

kelebthan pembayaran pajak  dikembalkan dengan pengajuan keberatan |
i ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan | (6) Jika pengajuan keberalan sebagaimana dimaksud pada |
| uniuk pabing lama 24 (dua puluh ermpat) bulan ayat (1) atau permochean banding sebagamana 1
[ i7} Imbalan bunga sebagawnana dimaksud pada ayal (@) dimaksud pada ayat (<. akabulkan ssbagan atau ;
L dihtung  sesak hulan pelunasan  sampar dengan seluruhnya  kelebihan pew bayaran paiak dikembalikan i

diterbitkannya SKPDLB dengan ditamban mbatar  wunga sebesar 2% (dua 5
iBietentuan lebih tanjul mengenal lata cara mengajkan ! persen) sebulan untuk paiia ama 24 {dua puluh empat) f
kehmratan achaganmmana dirakand pada 2uat (11 distar denaan | badar !

Feraiuian bu (01 anbalan Lungd SEbBaga v dindrsud pada ayat (O} ,
dihitung  sejak  bulan  elunasan  sampai  dengan
diterbitkannya SKPDLE !

{8y Ketentuan lebih janjud me genal tata cara mengaukan !
keberatan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) diatus |
dengan Peraturan Bupat | {

|

! Dac ¢ Tambabhkan habk Aan 2 (Hgm |
L1y Pejabat Pegawar Negers Sipd tertentu di hingkungan | pasal baru sesuar UU No. 28 |
| Pemerintah Daerah dibei, wewenang khusus sebagai | Tahun 2009 yang mengatur |
Penyidik untuk melakukasr penyidikan tindak pidana di | tentang i
bidang perpajakan Daerat dan Retribusi, sebagamana { 1 Pejabat PPNS |
dimaksud dalam Undang-ti dang Hukum Acara Pidzana 2 Larangan bagi  pejabat |

sl i
D terud Al
i 2

{2; Penyidik sebagaimana dwiaksud pada ayat {1) adalah | daerah dan tenaga azhl
pejabat pegawar negert sipld tertentu i lingkungan dalam hal menjaga
Pemenntah Daerah yanc diangkat oleh pejabat yang | kerahasiaan perpajakan
| berwenang sesual de gan  kelentuan peraturan | 3. Penenmaan negara
: perundangundangan ‘ terhadap denda
| 137 Wewenang Penyidik seb .amana dimaksud pada ayal | peianggaran yang |
{11 adalah  diakukan oleh  pejabat

a menenma. mencarn . engumpulkan, dan meneht | daerah atau tenaga ahh
keterangan atau lapr an berkenaan dengan tindak | 4 Urutan  dan  penunjukan

pidana di midang pe- yakan Daerah dan Retnbus) | pasal agar disesuatkan
aqar keterangan alar sporan tersebut memad: lebih
' lengkap dan jelas. [




10 | Tanggal
| berlaku

11 Penjelasan

mula

Peraturan Daerah
diundangkan.

int

Pasal 22
mulai

berlaku

pada

tanggal

Pasal
(1) Fgabat ataw tenaga ahl vang diunjuk oleh Bupat yang

karena  kealpaannya  ud o« memenuhy  kewapban

merzhacssl cn hal cebaaon s dimakeud dalam Pasal

21 ayel (i don aya diidans dengan pidana
¥ ¥ |

kurungan pating lama 1 (oot tghun dan pidana denda
paling banyak Rp4 000 000.00 rempat juta rupiah)
Pejabat atau tenaga ahh yang ditunjuk oleh Bupat yang
dengan sengaja tdak memenuhl kewajbannya atau
seseorang yang menyebabkan tdak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah)
Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) da: ayat (2) hanya dilakukan
atas pengaduan crang yang keiahasiaannya dilanggar
Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut
kepentingan pribad! seseorany atau Badan selaku Wajib
Pajak, karena itu dyadikan tinc¢ak pidana pengaduan

Pasal

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal avat (1) dan

Cayal (Z2) mérdpatan GENGHnaan i Jyara

Pasat 22
Peraturan Daerah ini mulai beilaku pada tanggal 1 Januari
2014

ttd
SJIACHRGEDIN

|

1 Ditambah 1 (satu) pasal
yang mengatur
penermaan denda pidana
atas pelanggaran Pasal 21

2 Urutan pasal agar
disesualkan.

Pasal 22 disempurnakan
dengan menyebut secara
Imitatif tanggal mulal berlaku
Perda

Menyesualkan dengan hasil
koreks pada batang tubuh
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LAMPIE ANTE | KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/556 /B.INIMHK/2012
TANGGAL :8 AGUSTUS 2012

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGCAMUS
TENTANG PAJAK HIBURAN

Materi Raperda ; Rumusan Raperda Rumusan Penvernpurnaan | Keterangan
2 } ‘ - S I 4 . ’ B
% |
Penomoran Perda 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PERATURAN DAERAH KARUPATEN TANGGAMUS » Disemnpurnakan
| NOMOR NOMOR  TAHUN !
! i
| l ;
! ":‘?? o Hukom ! 1 BPasal 18 ayat lﬁ‘ !!ndann -=- Hodang . Dasar-Nanarg | 1 Anaka 1 dihilangkan dan
M ngaiugd( | SR ,
L 14 Peraturan Menten Daﬂam Ngg@ru Nomor 13 Tahun 2006 | 14 Peraturan Menteri Dalam tegeri Nomor 13 Tahun 2006 | Angka 14 disempurnakan
i lentang  Pedoman  Pengelolaan heuaugdn Daerah tentang  Pedoman  Per daan  Kewangan Daerah
i sebagaimana lelah beberapakai diibah terakhin dengan sebagaimana lelah diub rapa kal_terakhir dengan

i
!
| Peraturan Menter Dalam Negern Nomor 21 Tahun 2011 Peraturan Menten Dalam Neger Nomeor 21 Tahun 2017, |
! ' |
I Diktum Memutuskan l Denaan Persetujuan Bersama Denaan Persetuuan Bersama f Disempurnakan. tanda baca
f ! TOTninRs SEERAIA L ARY DY ALASAT PUAT I ALE 18D A A TR Popmaan momata i AN DAL AT DACD AL AR IRATER : Htil dora nads bmta
| | TANGGAMUS | TANGGAMUS | MEMUTUSKAN tanpa spasi
! \ dan dan
[ i BUPATI TANGGAMUS BUPATI TAMGGAMUS
| MEMUTUSKAN MEMUT: SKAN:
| |
| Ketentuan Umum | Menetapkan PERATURAN DAERAH  TENTANG | Menetapkan - PERATURAN  DAERAH  TENTANG | Pengetikan kata "Dalam. .
l ’ PAJAK HIBURAN. PAJAK HIBURAN. - disejajarkan  dengan  kata
i BAB | BAE | - PERATURAN pada Diktum
| f KETENTUAN UMUM i KETENTUAN UMUM | Menetapkan
§ i Pasal ! ! Pago! 1 |
j | Dalam | Dalam
i | : :




‘ Tata Cara

|
|
|

Pemungutai

Insentif Pemungutan

oo

Pasal 9

Pemunyutan Pagalk dilarang dibaronghan
Wanb Pajak wanb luf—!‘ﬂb ayar Pajak vang terutang dengan
dibayat sendim ol Waphs Palal berdasarkan perainan
, rundang-undangan perpajal.an

Sohep-Warb Peojak menghdung  memperhitunghkan
m&netapkan sendui  pajak= -yeng —=terutang  dengan
menggunakan SPTPD. SKPDKB, dan/ atau SKPDKEBT
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh
Wayb Pajak atau Kuasanya serta disampaikan kepada
pejabat yang berwenang
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (Ima
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak
Bentuk, ist dan tata cara pengisian SPTPD, SKPDKB dan/
atau SKPDKRBT ditetapkan sleh Bupati

oy
LA

Pasal 27

Instanst yang malaksanakan pemungutan Pajak
diber insentif atas dasar pencapaian kinera tertentu
Pembenan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal i ditetapkan meiglul Anggaiat Pendapalaic dan
Belanja Daerch

Tata cara pembenan dan pemanfaatan insentf
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal-ini-mengacu
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

dapat

I

)

- o - A4
Pasal U
Pajak dilarang diborongkan
wapb  metnbayvar Paab yang  terutang
Dayar cenchn olch Waph Pajak berdasarkan
Ng e iangan perpoyat an
kewajban

Pemungu
Vajh

(ienﬂew
et dltan })CHIH(
Wa:t Paek yanchlmimiﬂuln

Julan
bajak
okl

dengan SPTPD. SKPDKB. dan/ztau
SKPDKBT

SPTPD sebagamana dimaksud pada ayat (3) harus dus!
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau Kuasanya serta disampakan
kepada pejabat yang berwenang

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 {ima
belas) hart setelah berakhirnya masa pajak

Bentuk, 1si dan tata cara pergisian SPTPD. SKPDKB,

dan/ atau SKPDKBT ditetapkan dengan Peratutan
Bupati

berdasarkan

Pasal 27
Instansi yang melaksanzkan pemunqgutan Pajak dapat
diberi msentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
Pemberian insentif Sebaqanmana dimaksud pada ayat (1)

pasal i ditetapkan mcialur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Tata cara pemberan dan pemanfaatan nsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman

kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku

perpajgkan
sendiri sebagamana dimaksud pada ayat (2) dibeyar '

R R

5

. Pasal 9 avat (3) dan avat (6)
1 disempurnakan

L
\
\
N

| Pasal

27
disempurnakan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

ayat
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G556 IB.IWHK/2012

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2012

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Aom oo g
WO LAy bianad
J,V,LJ Vs

Repubik Indonesia Tahun 1945
10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang | 10
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daerah 1 embaran Negara Republik

Angka 10. 11 dan Angka 21
disempurnakan

Diktum Memutuskan

€

Materi Raperda t Rumusan Raperda Rumusan Perw;;;."ﬂpumaén Keterangan i

2 i 3 - o I 4 S T s N

| " |

Penomoran Perda j PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS PERATURAN DAERAH #ADUPATEN TANGGAMUS | Disempurnakan f
NOMOR NOMOR i AHUN 1 |

; |

| Dasar Hukum - -Pasal 18- aval—6i—Undang———| - | Angka | dihilangkan |
tRA H . 1

Indoniesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negaia Repubiik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapakal-diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia iahun 2008 Nomor 9. lambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438),

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakall diubah terakhir dengan
Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS
dan
DUFALL | ANGUAIVIUSD
- MEMUTUSKAN

indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah bebera pakal terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tabun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tanun sUus Nomor 59 Tampahan
Lembaran Negara Repubik indonesia Nomaor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangar antara Pemenntah Pusat dan
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 ~omor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 4438),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Poagedolaan  Keuangan
sebagamana telah dut
Peraturan Menten Dalami Neqen Nomor 21 Tahun 2011,

Dengan Per- tujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN FE, KYAT DAERAH KABUPATEN
TANMCGAMUS
Jan
DUFAL AN oAMUS
. MEMUTUSKAN.

Daerah |
h beberapa kal terakhir dengan |

Angka 21 disempurnakan

Disempurnakan, tanda baca

i MEMUTUSKAN tanpa spasi




2

Ketentuan Umum

i Menetapkan

" Dalam

A - -
< \

PERATURAN DAERAH TENTANG ‘ Menetapkan

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

BAR | ‘
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 ‘

PERATURAN

RETRIBUSI
TELEKOMUNIKASI.

KETENTUARN UIMUM

Dalam

BAB !

Pasal 1

|
t

,,,,,, - -

DAERAH TENTANG Pengetikan kata "Dalam
FENCENDALIAN MENARA disejajarkan
PERATURAN pada Diktum

' Menetapkan

GUBERNUR LAMPUNG
ttd

SJACHROEDIN Z.P.

dengan

7

kata |





